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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan dalam Bab II hingga Bab IV, 

akan dielaborasikan kesimpulan untuk menjawab serta menjelaskan masalah hukum 

yang terdapat dalam rumusan masalah. Selain itu, akan diberikan juga saran-saran 

untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini. 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat ketentuan yang jelas mengenai pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil 

mediasi internasional dalam kerangka hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan, 

berdasarkan penemuan hukum yang telah dilakukan, Perma Mediasi tidak dibuat oleh 

Mahkamah Agung untuk berlaku bagi perjanjian perdamaian hasil mediasi 

internasional sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Mediasi Singapura. Sehingga, 

sebagai bentuk kesimpulan utama, Indonesia perlu menjadi pihak dari Konvensi 

Mediasi Singapura agar terdapat sebuah kerangka hukum yang jelas mengenai 

pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional di Indonesia.  

Selain itu, alternatif Indonesia merancang sebuah Undang-Undang dengan 

mencontoh Model Law 2018 juga kurang efektif dibandingkan meratifikasi Konvensi 

Mediasi Singapura. Hal ini dikarenakan sebuah Undang-Undang atau peraturan 

nasional lain yang dibuat oleh Indonesia tidak memiliki kekuatan mengikat yang sama 

dengan Konvensi Mediasi Singapura terhadap negara-negara pihak lain dari Konvensi 

Mediasi Singapura atau dengan kata lain apabila Indonesia hanya membuat peraturan 

nasional mengikuti Model Law 2018 tetapi tidak meratifikasi Konvensi Mediasi 

Singapura maka perjanjian perdamaian yang salah dibuat berdasarkan hukum Indonesia 

tidak dapat dilaksanakan di negara-negara pihak dari Konvensi Mediasi Singapura. 

Selain itu, terdapat beberapa kontribusi positif lain dari Konvensi Mediasi Singapura 

terhadap hukum Indonesia. Pertama, mengenai syarat-syarat pelaksanaan perjanjian 

perdamaian, Konvensi Mediasi Singapura mengatur secara lebih elaboratif mengenai 

metode-metode yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa perjanjian 

perdamaian yang bersangkutan merupakan hasil dari mediasi. Kedua, Konvensi 

Mediasi Singapura juga mengatur secara lebih detail mengenai dasar-dasar penolakan 

pelaksanaan perjanjian perdamaian dibandingkan dengan Perma Mediasi. Secara 

khusus, Konvensi Mediasi Singapura mengatur bahwa sebuah perjanjian perdamaian 

hasil mediasi dapat ditolak pelaksanaannya apabila mediator telah melakukan 
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pelanggaran dan/atau kelalaian yang bertentangan dengan standar perilaku mediator. 

Hal ini tidak diatur dalam kerangka hukum pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil 

mediasi di Indonesia. Selain itu, Konvensi Mediasi Singapura juga mengatur mengenai 

dasar penolakan pelaksanaan perjanjian perdamaian yang menyangkut kepentingan 

hukum negara di mana pelaksanaan diminta. Dari poin-poin tersebut, terlihat bahwa 

meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura akan memberikan kontribusi positif bagi 

kerangka hukum pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi di Indonesia. 

Selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kerangka hukum pelaksanaan 

perjanjian perdamaian hasil mediasi di Indonesia untuk dapat menerapkan Konvensi 

Mediasi Singapura di Indonesia. Pertama, perlu adanya pengaturan secara spesifik 

mengenai pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional untuk 

menghindari permasalahan yang muncul ketika Indonesia meratifikasi Konvensi New 

York tanpa membuat pengaturan khusus mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing. 

Pengaturan khusus ini dapat dilakukan dengan cara mengamandemen Perma Mediasi 

maupun dengan membuat sebuah peraturan perundang-undangan baru yang secara 

khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi 

internasional. Kedua, perlu dilakukan beberapa penyesuaian mengenai cakupan 

keberlakuan terhadap perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional, syarat-syarat 

pelaksanaan perjanjian perdamaian terutama mengenai metode pembuktian bahwa 

perjanjian perdamaian yang bersangkutan merupakan hasil mediasi, dan dasar-dasar 

penolakan pelaksanaan perjanjian perdamaian khususnya yang menyangkut perilaku 

mediator dan kepentingan hukum negara di mana pelaksanaan diminta. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis 

menyarankan agar Indonesia memulai langkah-langkah yang diperlukan untuk 

meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura. Meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura 

dapat meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap hukum Indonesia dan 

memberikan alternatif penyelesaian sengketa bagi investor asing selain arbitrase. Selain 

itu, Konvensi Mediasi Singapura sendiri juga dapat memberikan kontribusi positif 

dalam pengembangan kerangka hukum pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil 

mediasi di Indonesia. Kemudian, juga disarankan agar dipersiapkan perancangan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan 

perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional untuk menerapkan Konvensi Mediasi 

Singapura di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan antara melalui amandemen Perma 
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Mediasi atau perancangan sebuah peraturan perundang-undangan baru yang secara 

khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi 

internasional.  

Selain itu, apabila dirasa diperlukan, Indonesia juga dapat membuat reservasi 

berdasarkan Pasal 8(1) Konvensi Mediasi Singapura agar Konvensi Mediasi Singapura 

tidak berlaku bagi perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional yang salah satu 

pihaknya merupakan lembaga pemerintahan Indonesia. Namun, apabila Indonesia 

membuat reservasi ini, perlu disertai juga dengan kualifikasi agar reservasi tersebut 

hanya berlaku apabila hubungan dalam perjanjian yang bersangkutan bersifat publik. 

Sehingga, apabila lembaga pemerintahan Indonesia terlibat dalam sebuah transaksi 

yang bersifat komersial dan/atau perdagangan tetap tunduk pada Konvensi Mediasi 

Singapura. 

Terakhir, terdapat beberapa permasalahan terkait ratifikasi Konvensi Mediasi 

Singapura yang belum dibahas dalam penelitian ini antara lain mengenai apakah 

ratifikasi Konvensi Mediasi Singapura cukup dilakukan oleh Presiden ataukah 

memerlukan persetujuan dari DPR dan juga mengenai lembaga mana yang dianggap 

berwenang untuk terlibat dalam proses ratifikasi Konvensi ini, misalnya antara 

Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Luar Negeri. Perlu dilakukan 

penelitian dan/atau kajian lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut agar proses ratifikasi 

Konvensi Mediasi Singapura oleh Indonesia dapat berjalan dengan lancar. 
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